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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

| Menimbang . a. bahwa untuk menampung penganggaran Alokasi Dana
‘ Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
i Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
mekanisme pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran pada Perangkat Daerah, usulan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan
pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan
Pergeseran antar uraian yang tercantum dalam rincian
obyek belanja berkenaan serta melakukan pergeseran dari
belanja tidak langsung ke belanja Perangkat Daerah dapat
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
25/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Penganggaran Dan
Rincian Alokasi Dana Cadngan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun
Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
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| Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan

‘ Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
| 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 06);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 27);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 40),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun
2020tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
terdiri atas:
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Rp. 188.978.573.000,00
Daerah

b. Dana Rp. 949.462.963.809,00
Perimbangan

c. Lain-lain

Pzgdapatan yang Rp. 371.661.544.107,04
S

Jumlah Pendapatan Rp.1.510.103.080.916,04
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai Rp. 505.997.122.300,00

2. Belanja Bunga Rp. 2.262.500.000,00

3. Belanja Hibah Rp. 45.099.490.000,00

4. Belanja Bantuan Rp. 20.894.601.000,00
Sosial

S. Belanja Bagi Rp. 8.340.000.000,00
Hasil

6. Belanja Bantuan Rp. 190.183.693.778,00
Keuangan

7. Belanja Tidak Rp. 126.802.008.291,50
Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 899.579.415.369,50

b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai Rp. 97.434.650.765,20
2. Belanja Barang Rp. 361.648.668.447,92

dan Jasa
3. Belanja Modal Rp. 305.912.923.586,10
Jumlah Belanja Rp. 764.996.242.799,22
Langsung
Jumlah Belanja Rp.1.664.575.658.168,72
Surplus/(Defisit) (Rp. 154.472.577.252,68)
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3. Pembiayaan Daerah :

a.
b.

Sisa

Penerimaan Rp. 164.472.577.252,68
Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 154.472.577.252,68
Lebih  Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00

Berkenaan (SILPA)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Atas Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

1mni.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

(2)

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 DeSgmegr Jvio

£ BUPATI TABALONG, 1‘
ked
4 ANANG SYAKHFIANI
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ted

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 4 h




